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Ahstrak .

Bentuk penyimpangan perkawinan yang dikenal sebagai  perkawinan semu merupakan psnyimpangan
perkawinan yang dilakukan untuk memperolen kewarganegaraan Rl secara mudah dan murah khususnya
yang dilakukan oleh seorang wanita WA, tanpa harus melalui naturalisasi biasa, Hai ini dimungkinkan
dengan memanfaatkan ketentuan Pasal 53 UUP dan Pasal 17 UU Kewarganegaraan RL Seorang wanila
YWarga MNegars Asing dapat menjadi Warga Megara Indonesia dengan hanya menyatakan maksudnya di
hadapan Ketua Pengadilan Negeri setempal cdalam  waklu  satu  tahun  selelah  perkawinannya
dilangsungkan, Dari sinitah kemudian muncut perkawinan yang menyimpang dari tujuan ideal perkawinan
yang dimaksudkan oleh UUP, yakni membentuk keluarga (fumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdrsarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kata Hunci - Peryimnpangan Pereawinan dan Kewarganegaraan,

4. PENDAHULUARN.

Hukum mengatur hubungan antara manusia dalam masyaraka, serta dapat memaksa
saseorang Untik mamaluhi peraturan perafuean tersebot, Dengan demikian hukoam dapat berada pada
pola pola lingkah aku yang dapat diterima bersama. Dalam peranannya ini, hukum hanys
mempertabankan  apa yang leiah menjadi kecenderungan yang tetap dan diterima dalam atanan
kehidupan masyarakat. Di samping itu kukem masih dapat berjalan dengan fungsinya yang igin, yakni
dengan tujuan unbnk meagadakan peribahan pergbaban dalam masyarakat

Dalam pada itu, salalt salu cinl yang meaonjol dar hukum pads masyarakat yang modern adalah
nengguiaannys secsa sadar oleh masyarskalays. DUosini hukum  tidak hanya dipakal untuk
mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah taku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga
untuk mangarahkannya kepade tujpandnjuan yang dikehendaki, meanghapuskan kebiasaan yang
dipandangnya tidak sesuai lngi, menciptakan pola.pola kelakuan baru dan sebagainya. Inilah yang
disebut sebagar pandangan medern tenlang hukum il yang menjurus kepada penggunaan bukum
sebagal suaty instrumen |

Undang-Lindang Mo 1 Tahun 1874 Tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disingkat UUP} dilihat

dari segi matennya dapat dipandang sebanai smana rekayasa masyarakat / a tool of social enginering.



Sualy persturan akan efekbl apakila materinya sejalan dengan nilai-nifai yang dianut masyarakat,
sebaliknys kurang efektif apabila materinya tidak szjalan, bahkan bertolak belakang dengan nilai-nilai
yang cianut.

LIUP diundangkan pada tanggal 7 Januan 1874 dan mulai berlaku secarg efektif pada tanggal 1
Ckioler 1875 Dalam wusianya yang hampir mencapai tige dasawarsa ini, termyata klta maslh bisa
melihat adanya penyimpangan penyimpangan dalam implementasinys di dalam masyarakat Adanya
penyimpangan penyimpangan perkawinan yang dilakukan manandakan bahwa masih ada kelentuan
ketentuan dalam LAIP yang perlu dicermall dan memandang secara kiitis apakah UJP masih layak
dipertahankan atau diadakan perubahan perubahan terhadapnya.

Lembraga perkawinan merupakan faktor yang penting sebagai salah satu sendi kehidupan dan
sumnaln magyarakal bulanesia, dan paikawinan iy sendid meripakan masatah hukum, agama, dan
negara Perkawinan dan perceraian adalab perspalan yvang sangal erat dengan hakekat kemanusiaan,
sangat menyentuh hab nurani setiap orang yang berbudaya, Rulah sebabnya adanya undang-undang
yang rengatur hal ilu, merupakan sate hal yang tidak boleh tidak, satu conditic sine gua nen,
[*egitulab, mala UUF merapakan produk legislatif yang kehadirannya amat didambakan semua orang,
VL merupakan wyjud realisasi cita-cita bangsa Indonesia untuk memiliki peraturan perkawinan yang
hersifat unifikasi.

Tetapi, bada sualu peraturan perundang-undangan yang secara sempurna dapal mengatur
segertap aspek ketertiban hidup masyarakal, oleh karena perkembangan masyarakat selalu lebih
cepat dan pada perketnbangan hukam (uadangundang), Di lzin pihak adalah suaty tantangan
terhadap hukum bagaimana is dapat merjangkau masa dapan. Hal ini marupakan suatu'yang sangat
ideal, narmtm karena hukam pada akhitnya menyangkut manusia yang sulit diramal, sehingga tidaklah
mudalt uituk menciplakan kikam yang menjangkan masa depan., |

Dalam pada itu dengan  ketertuan penutup UUIRP yakni Pasal 65 telah memberikan jalan keluar
terhadap ketentuan ketentuan mengenai perkawinan perkawinan yang belum mendapat pengaturan di
dalam UJP, yang dalam hal ini daps! menggunakan peraturan lama sepanjang tidak khefentangan
dengan fiwa UJUR. Demikian pula diatur  Bab tentang Pencspahan dan Bab tentang Pembatalan
perkawinan, yang dikandung maksud agar seliap perhawinan adalzh sebagai produk undang undang
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yanyg sifalnya ideal, sehingga sejauh raungkin dapat dihindari adanya perkawinan perkawinan yang

sifatnya monyimpang dan ketentoan UURP. Telapi tentunya, tidak semua penyimpangan atau

pelanggaran perkawinan yang terjadi bisa dicegab karena memang ada ketantuan dalam LIUP yang

merupakan celah yang bisa diterobos unluk melakukan penyimpangan dimaksud.

LA

0.

Dan uraian di atas muncul permasalahan sebagai berikuot !

fiagaimanakah penyimpangan perkawinan denagn iijuan untuk memperoleh kewarganagaraan Ri

secara mudah dan murah dapat dilakukan ?

Bagaimanakah keabsahan perkawinan tersabut 2

PEMBAHASAN

! Tenadinya Penynpangan Porkawinan,

Menurub ketentuan Pasal 1 LR, Perkawinan jalah tkatan Jahir bathin antara ssorang pria
dengan sorang waila sebagal suami isten dengan ujuan membentuk keluarga {rumah tangga)
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Disinilah nampak tujuan ideal
suatu perkawinan, yang mana pediawinan mampunyai hubtngan yang erat sekali dengan agama 7
kerghanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir § jasmani, tetapl juga unsur
Falhun £ roba. Oleh karena ity dalam kaitannya dengan Wjuan perkawinan lersebut, maka dalam
salah satu asas poerkawinan disebutkan bahwa UUP im menganut prinsip untuk memparsukar
percerakn

Mamum dalam kenyataannya hanyak penyimpangan atau pelanggaran perkawinan yang
terjadi, di antaranya penyelundupan hukum terhadap pethawinan carmpuran antar agama /|
interreligius, adanya perkawinan cengan motil isnis, munculnya kKawih sponsar, merebaknya
perlawinan semu, staupun berbagai hentuk penyimpangan perkawinan yang lebih merupakan
ﬁelanggaran moral sepedi poligami gelap dan sebagainya. D samping ity muncul pula bentuk
petkawinan yang tidak germals dibayangkan ada sebeluminya yakni banluk perkawinan lewat
telpon. Teihadap tenomena tersebut, kita bisa mengkrtist implementasi UUP dari sisi positif dan
negatif Munculiys gejala hary Ixsp dikalakan jusire bisa memporkaya khasanah di bidang
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perkawinan tanpa harus menggugat nilai dasarnya, seperti munculnya tata cara petkawinan lewat
telpan, yang sebelumnya diwamai oleh polemik berkepanjangan untuk menentukan sah tidaknya
petkawinan tergelul. Disisi lain maraknya tegacdinya penyimpangan  ataupun  pelanggaran
perkawinan perlu dipikitkan pemacahannya atau justru bisa dipertanyakan apakah UUP tetap layak
dipertahankan atau perly diadakan parubahan, .

Salah satu bentuk penyimpangan perkawinan yang perlu mendapat perhatian adalah
perkawinan semu EBentuk penyimpangan parkawinan ini adalah dilakukan dengan tujuan untuk
memperoleh kewsrganegaraan BRI secara mudah dan rmurah dengan mengabaikan lujuan ideal
suaty perkavinan sebagaimana yang dikehendaki oleh ULR, bahkan dibalik ity ada motif uang,
Perkawinan semu i merupakan parkawinan campuran antara seorang Warga Negara Asing
(WMA) Khausushya wanita dengan secrang YWarga Megara indonesia (WNI), yang termasuk dalam
pengertian perkawinan campuran intermzsional dalam arti sempit sebagakmana yang diatur dalam
Fasa 67 LUP.

Sementara itu daiam Undang Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia (U Mo, 52
fahun 19%58]  dijelaskan balwa kewatganegaraan B! dapat dipesroleh karena ; kelahiran,
petmchonan, pewaiganegaraan, perkawinan, turat ayah [ ibunya, dan pernyataan. Jadi memang
dimungkinkan melal perkawinan adalsh mermpakan salah satu cara untuk dapat mempercleh
kewsrgansgaraan Rl Hal tersebul juga ditegaskan dalam Pasal 58 UUP yang menyatakan bahwa
hagi orang otang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat
memperoleh  kewarganegaraan  den suami f o isleringa  dan dapat  pula kehilangan
kewsarganegaraannyy, menurdt card cara yang lelah ditentukan dalam UL Kwarganegarﬁan Rl
Mamun, UL Bewarganagaraan Bl membedakan perkawinan antara laki laki WHI dan parempuan
WNA dengan laki laki WRA dan pereampuan W (patriarchal view of gender). Dalam UU tersebut
perampuan WHA yang manikah dengan laki kakl WHNI baleh menjadi WNI segera setelah dia
mengajukan petmohonan untuk itu dengan syarat melepaskan kewarganegaraan asalnya, Di lain
pihak seorang laki laki WA yang rmenikah denaan peremipuzan WNI tidak mendapatkan perlakuan

hukurn yang setupa Laki laki tersebut telap WA dan isterinya boleh tetap WNL



Sedangkan mengenai cara untuk mempercleh kewarganegaraan RI melalui perkawinan
dijaskan dalam Pasal 7 ayat (1Y U Mo, G2 tabun 1958 yang menyatakan @ Saorang parempuan
asing yang kawin dengan srorang warga negara RI, memperoleh kewarganagaraan 'Rl apablla dan
pada wakiu ia dalam salu tahun setelah perkewlnannya hetlangsung menyatakan ketarangan
untuk iy, kecuali jika @ apabila mempesoieh kewarganegﬁra'an Rl rmasih  mempunyal
kewarganegaraan lain, dalam hal mana keterangan il tidal boleh dinyatakan.

alam pada du permohonan untuk memperoieh kewarganeglaraan 1FEF melalul naturalisas|
digtur dalom Pasal & LI Mo, G2 tahup 1958, vang antara t2in harus merenuhi persyaratan sebagai
hearkut

Sudah beramur 21 [ahun

- bahit dalam wilayah Rl atau pada wakiu mengajukan permohonan bartempat tinggal dalam
dagrah it selama sedikitcikitays lima tahon baturut turat yang paling akhir atao sama sekali
selama 10 lahun bdak Berturaf-turue,

- Cukup dapat berhahasa Indonesia dan mempunyai sekedar pengetahuan tentang sejarah
Indonesia serta tidak pernal dilukum karena melakukan suatu kejahatan yang merugikan Rl.
Sehat mhani dan jasmani.
hMembayar biaya administrasi.

- Mempuya matla pencaharian telap
Trdak mempuniym kewarganegaraan, ataw kehilangan kewarganegaraannya apabila ia
mempatlel kewaiganegarman 18 alan menyalakan pernyataan menanyggaikan
kewargaregaraian lain menurut ketenluan hukurm d2n negara asalnya atau menurut ketentuan
hukum  petanpan senyelesaian dwi kewarganegaraan antara R dan negara yang
hetsanglutan,

- Penmchonan harus disampaikan dengan ledilis dengan bahasa Indonesia kepada Menteri
Ketakiman melalui Pengaditan Neger atau perwvakilan Ri dari termpat tingga! pemohon,

- Mentart Kehakiman mengabulkan atau menolisk permchonan pewarganegaraan dengan
persetuj:mn Diewvan Wenderi.

- Setalah dikabulkan perchon mengucapkan sumpah atay janji setia,



- Dan seterusnyn
Apabita metihat proses dan persyaratan permohonan kewarganegaraan Rl melaliui

naturalisast tersobut dan membsndingkan denganr permohonan kewarganegaraan Rl melalui
pertkawinan dengan julas letlihat babwa cara melalui parkawinan merupakan cara yang paling
mudah dan murah, dimana pemchon tinggal menyatakan maksudnya di hadapan Kstua
Pengadilan Negeri setempat dalam wakty satu tabun setelah perkawinannya dilangsungkan.
Peluang inilah yang sering dimanlaatkan untik melakukan perkawinan zemu. Jadi bisa saja
neotang perempuan WA dengan maksud memperoleh kewarganegaraan secara mudah dan
miurah melangsungkan perkawinan dengan searang laki laki Wil dengan suatu perfanjian bahwa
parkawinannya  bukanlab perkawinon  dengan Wuan ideal suatu perkawinan Eeﬁagaimana yang
aitertukan oleh LU, Tentu saja dibalik itu ada konpensasi berupa imbalan atas sejumiah vang
tetentlt. Selama perkawinan pasangan tersebul tdak pernah berkumpul dan setelah tujuannys
urtuk mempercleh kewarganegaraan R tercapai dengan gampang perkawinan diakhiri,

Panyelundupan hulkum ini kebanyakan dilakukan oleﬁ perempuan WA, karena prinsip UL
Kewarganegaraan Rl mengutamakan asas kezatuan kewarganagaraan darf kedua mempelai. Dan
pada dasarnya yanyg menentukan kesatuan kewarganegarzan it adalah suami, Hanya sala asas
ini tidak  dijalankan n.pabila rmenimbulkan kelebihan  kewarganegaraan  atau  tanpa
kewarganegaraan, akaw dirasakan betat apabita mengasingkan begiby saja secrang warga negars.
yang kawin dengan orang asing Berhabung dengan dirasakan berat untuk mengasingkan seorang
warga negara karena perkawinannys, maka menrrat undang urklang ini seorang warga negara Rl
peremplan yang kawin dengan seorang asing, tidak kehilangan kewarganegaraannya Karena
perkawinan itu kecuali apabila ia melopaskan sendin, dan dengan malepaskan ity ia lidak akan
menjadi tanpa kewarganegaraan  Demikian pula berhubung dengan mencegah timbulnya
berkelebihan Yewarganegaraan, maka segrang perempuan asing yang kawin dengan seograng
warga hegara Rl tidak selalu memperoleh kewarganegaraan Ri.

Memang tidak semua perkawinan campuran internasional dalam arti sempit  antara

saorang WHNI dengan WA adalah perkawinan semu, karena banyak juga perkawinan yang ter|adi
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dilakukan dengan landazan kecocokan dan berdasarkan tujuan ideal perkawinan sebagaimana

diraksudkan oleh LILP,

2. Keabzahan Perkawinan Somu.

FPerkawinan semu sebagaimana hjelaskan di muka termasuk dalam pengertian
perkawinan campumn internasional dalam ani sempit Perkawinan demikian akan melibatkan dua
hkurm yang bereda karena perbedzan kewnrganegaréan. Hal tersebut tampak dalam pengartian
perkawinan campuran yvang dingstakan dalam Pasal 57 UUP, yakni vang dimaksud dengan
perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum
yang herlainan, karena perbedaan kewargsnegaraan dan salah saby pihak berkewarganegaraan
Incanesia. Dari pengerian ini diketabui pengertian perkawinan campuran .menurut UUP termasuk
kedalarn  pengertian petkawinan campuian intﬁrrnas'rclur'lail dalam arti sempit, yakni antara WHI
crengan YWHA yang seagarma,

FPengartan perkawinan campuran tersebut di atas spakila dibandingkan dengan
penpetian perkawinan campleen yang diatur dalam Pecaturan Perkawinan Gampuran { Regeling op
des gemengde Huwelijken f GHR Y 501898 Mo 158 yang diberlakukan sehselum UUR berlaky efekf,
akan betbeda sekall. Menurul Pasal 1 GV yang dimaksod dengan perkawinan campuran adalah
petkawinan antara orang orang yang di Indenesia tunduk kepada hukam yvang bedainan. Hokum
vang berdainan ini dapal meliputi perbedaan antar - _

- Stelsel tukun fintergentd,
- Tempat f interlocal
- Agamafintaveligius.,
Wargan?gara f internasional,
Dari pengertian teisebut terlinal bahwa pangeitian perkawinan campuran menurut GHR adalah

pengertian parkawinan campuran datam arbh Juas. Dan hal ini dipertegas \agi dalam ketentuan



Pasal 7 ayat (2) GHR yang menentukan habwa perbedaan agama, bangsa atau asal itu sama
sekali bukanlabh menjadi halangan unluk perkawinan it

Selanjutnya Pasal 37 ayat (2) UUIP menyatakan bahwa perkawinan campuran vang
dilangsungkan di Indonaesia dilakukan menurnit Uindang Undang Perkawinan ini. Dengan demikian
siapapun yang henﬂak rmegfangsungkan perkawinan di Indonesia harus tunduk dan ‘menglkuli
ketentuan LA meskipun orang tersebut WNA {prinsip teriterial),

Sedangkan mengenai tata cara dan pelaksanaaniya diatur c?alam Pasal £0 can &1
LHIP, yakni © Perkawinan campuran tigak dapat dilangsunlgkan sebelurn terbukll syarat syarat
perkawinan yang dilentukan oleh hukum yang bedaku bagi pihak masing masing tefah dipenuhi.
Lintub membuaktikan bahwa syaral syarat perkawinan lersebat telah dipenuhi dan karena ity tidak
ada rintangan unfuk imelangsungkan perkawinan camouran, maka olsh mereka yang menurut
hukum yang berlaku bagi pibak masing masing yang berwenang mencatat perkawinan diberikan
surat ketarangan ahwa syarat syarat tarsebut telah dipanuhi.

Kemudian jika pojabat vang  bersangkutan menolak untuk  memberikan  surat
keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan pengaditan memberikan Keputusan
dengan tidek beracarn serta lidak beleh dimintakan banding lagi tentang sozl apakah penoclakan
pewnberian sural keterangan it heralasan atau tidak Jika pengadilan memutuskan bahwa
penaolakan tidak beralasan, maka kewpesan ilu menjadi pengganti keterangan pejabat tarsebut,
Surat keterangan Alau penggainti keterangan bdale mempunyad keluatat lagi jika patkawinan it
lidak dilangsurgkan dalarm masa enam bulan sesudah keterangan itu diberikan,

Apabila semua persyaratn  perkawinan telah dipenuhi olgh kedua I::-Brah pitrak
perkawinan akan dilangsungkan menund ketentuan bukum agama calon mempelai dan dicatat
olel Pegawa Pencatal Perkawinan yang herwenang. Karena lunduk pada LJUP, apabila calon

mempelai (WNA dan WNI terdapal peibedasn agama, perkawinan lidak dapat dilangsungkan.

Dalarm pasfa itu, perkawanan semu pada dasarnya dilakukan juga dengan memenuhi -

semua persyaratan perkawinan yang ditenlukan UUPR. Oleh karena itu, jika calon mempelai sudab
memenuht persyaratan parkawinan yang telah ditentukan undang undang terpenuhi, maka pejabat
yang bernwenang tidak bisa menolak perkawinan tersebut meskipun sebenarmya maksud tujuannya
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menyimpang  dar tujuan tdeal perkawinan sebagaimana ditentukan L MUP, yakni sekedar
memperoleh kewnganegaraan Rl secara mudah dan mosah. Dalam hal ini perkawinan dipakad
sebagal kedok belaka Tentu zaja hal ini sulit dideteksi karana ini menyangkut motit seseorang
untuk miefakukan seseaty, Disind hukum pada asashys tidak memperhatikan molif seseorang,
apakah sesearang rﬁeiakukan perkawinan dengan motif cinta kasih atan moetit fkin #u tidak relevan
bag: hukum

Melitat kenvataan demikian, perkawman semu secara hukum sulit dipsrsalahkan,
Disaty sist baik BUP maupen UL Kewarganegaraan Bl memuongkinkan untek ite, disist lain hukum
sult meneliti motif seseoiang yang hendak molangsungkan suatu perkawinan, Dengan kata. lain
keadan  tersebid  merspakan  celab hukiem yang  bisa  dimanfaatkan  untuk  melakukan
penyimpangan perkawianan. Sehingga tdak mengherankan apabilea Pengadilan MNegeti jarang
mensmpkan partkawinan semu, meskl banyak orang asiné merminta bukti surat kewarganegaraan
RI melalut perkawinan dengan WhL Selama dokumen yang diperiukan dipenuhipemohen maka
sulit hagi Pengadilan Megeri untuk kelak mengabulkan permohonan tersebul.

Kalaupun kemudian diketemukan kasus kasus perkawinan semuy, tentunya ini
merupakan kejelian aparan terk:a-'l‘t dengan melihat hal hal yang bisa dijadikan indikasi terjadinya
perkawman somu. Seperti misalnyn perbedaan umur pasangan suami isterl yang sangst jauh,
lerjadings  pethedaan tempat tinggal swami ister dan sebagainya. Namun demikian, jika
perkawinan mereka yang larmyata torhukli melakukan petkawinan semu tetapl telah memenuhi
persyaiatan perkawinan yang ditertikan undang undang, maka perkawinannya tetaplah sah dan

sulit untuk dilakukan pembatalan paricewinan

. PEMUTUR,
Herdasarkan uraian yang tzlah dipeparkan sebelumnyz, maﬁa dapat diambil kesimpulan sebagai
beriki
1 Bentuk povimpangan perkawinan yang dikenal sebagai perkawinan semu  merupakan

pepyimpangan perkawinan dengan lujuan enluk memperoleh  kewargahegaraan secara
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mudak dair murah tanpa melahui naturalisast biasa. Petkawinan demikian bisa terjadi karena
diraungkinkan oleh rdang andang dan emerupakan calah hukum yang hiss diterobos,

Sebagaimana porkawinan lainnyn, perkawinan  semu jugs dilakukan dengan merr;enuhi
persyadatan perkawinan yang ditentukan UUP. Dengab demikian perkawinannya tetep sah.
Upaya pembhalalan perkawinan samu sulit cilakukan karana tidak ada alasan pelanggaran

terhadap syaal ayarat perkawinan.
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